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BI.PATI CT.ACAP,

ilenlnbang : a- batil/a guna rneningkd€n kebncaran dan kmlitas
penyelengaan Pemeriril*an tberdt khususnya di
bidang pernbinaan ketentraman dan keter&an umurn
serta penegdqt Ferdurat tlaer$ dan ut*t*
rnetdsanakan Peratrran Pernerintah Nornor 32 Tahun
2W TenHrg Pedorsr SdEn Pobi Parnng Praia,
malta peiu diatur ketg*uan yang rnangdur
Keffiagail, Tlg16, Fmgrri dan ltewlrpwt ssta
t<eterUfapan Sdlan Polbi Pamong Praia di l(Supaten
Cftry;

b. baltra Xeg.frsan ef*i Clacap Nonor6 Tdnrr 2W
Ter*ilg Ferterfr*a Susnm Organifiti dan Tata
Keda l(trfror Pohni Pilrsrg PE*r t<*W*n Cbc+
stddr tidak sesuai dengan pe*emUangan kedaan,
se*iUga perb efise*aftan;

c. bdm berdasstst pertintilgan brsebr* pada lxrttr
a dan b ct e e|nnAg perfr O*etapkan Sd n
Polbi Pamong Praia t<aOWaen Ci|ary dengan
Psahran tlaerdU

tlerEirtgat : 1 . UndangFunddrg Nornor 13 Tdrun 1950 bntang
PerterfrI n tHr{)aerdt t<*Wmr ffin
Lirgkungan Propimi Jawa Tengdl (Berita l.legtara Rl
H1ggal I Agnsns 1950);

UrdangFt nddtg Nornor I Tahm 1974 tentarg Pokok-
Fokok Kepegafr*n $.ergar l{rya Rl Hornor 56
Tahun 7974, Tanbahan Lernbaran Negffi Rl Nornor
3041) sebagahrua bHr d*5dt dengrr UnAlgr
Unddtg l{ornor 43 T*un 19ge (bn$aran Negara Rl
Tdrn 1S t{snor 1S, TarHun ter$aran }lryra
Rl Nomor3890);
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3. UndangdJndang Nomor 10 Tahun 2W tentarqg
Pembentt*an Feratrran krttndaq urdargan.
(Lernbaran l,fegara Rl Tahun 2W Nornor 53,
Ianbatsn l-en6arar ltegana Rl ilomor a389);

4. Undangdndang Nonpr 32 Tahun 2W tentarq
Pernerir**ac tlaenah (Lerl$man Fegra Rl Tdtrrt
2W l,lornor 125, Tambahan Lernbaran l.legara Rl
l'hns 437|i1 s€bqakana bfdt t|indt dengan
Urdarq-Undang ttiorlor 8 Tahun 2(P5 tentang
Penetapan PERPT facw 3 T*rn AI}S hrHlg
Pen$dran Afs Urdatgrtlrdang hbrnor 32 Tahun
arcf Gr*n€ kneri*Cst thr* lftnFdi t ndflts

.Udtttg (Lembaran ilegara Rl Tatx.m 2(n5 Nornor 108,
frrtdtat LenFrt ilegra Rl lfar45€;

5. tlrdang{rndang Nonpr 33 Tdrun AX}4 Tentarq
ruinrgil t(sryri afa ffit RFt&l

tffi"ffi
fkrs4ai$);

6. Peraturan PemerinHt ilornor 25 Tatxrn 2(XIO brftrtg
Krutmgru ftrsifih drt l(erenretr futiFS
sffi tHr ffim (t.errFrt ilegra fi[ ttqnor
54 Tdrun 2000, Tar$dst t-ernHan ttlegara Rl
t{srs39lt1t

7- Fer*ra Ferst*Cr ilorpr * Tdtrrn 2W Tentang
ffimr Safsr ffS Pilstg Pn*, (tertrart
t{egra Rl tdxrr 2W Ndns 112, Tantahan
lgtFaltgraHfbrsZ4.77

& Hran IHilr fqkil il XAry*n Cfaca
Nomor 2 Tahln 1988 ffing Periyid( Pegffiri ilegeri
f*rr (PP?6) d ti$qrgri ffit f*+*n
Cfaq Getr$rnr Daer* frgfd $ X*W*n
hTtnl$ffiGsiDilcru3}

9- Ferafrrt tHt f*l*n gacry fffi I Tdrlt
aX)l bl*ilg Agntbasi dil T# Ke& l(ecam#n di
K-T*r C*W {.enFa tHt X*l*n
CfacT tkr 1 Tdrn Wl seli D lffi l[

hgilrurse$rmhsrna
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
e. Satuan Polisi Pamong Pmja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Cilacap;
f. Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
g. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang

memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;

h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong
Praia Kabupaten Cilacap;

i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan
Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diangkat sebagai
pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memiliki tugas pokok, fungsi dan
kewenangan di bidang penyidikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Prala Kabupaten
Cilacap.

Pasal 3
Satuan Polisi Pamong Praia dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Satuan Polisi
Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban

umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
dan Keputusan Bupati;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
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e. pengawasan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

BAB III
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6
Polisi Pamong Praja berwenang :
a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum

yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati;

c. melakukan tindakan untuk pembinaan atau represif non yustisial terhadap
warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 7
Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri
Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :
a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan

norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut

diduga adanya tindak pidana;
d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas

ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

BAB IV
BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pembinaan dan Penertiban:
d. Seksi Penegakan dan Penyidikan;
e. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1) Bagan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;

(2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari jabatan sebagaimana
dimaksud pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal t huruf i
merupakan sejumlah tenaga fungsional di lingkungan tugas Satuan Polisi
Pamong Praja sesuai bidang keahliannya yang melaksanakan tugas, fungsi
dan kewenangan jabatan fungsionalnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN FUNGSI TUGAS POLISI PAMONG PRAJA

PADA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 12
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Seksi Ketentraman dan
Ketertiban pada Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis, melaksanakan
fungsitugas Polisi Pamong Praia ditingkat Kecamatan .

Polisi Pamong Praja di ringkat ̂ J;#X sebagaimana dimaksud pasal 12
dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan atau
sebutan lain yang sejenis, berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab
kepada Camat dan secara teknis operasional dibawah koordinasi dan
pembinaan Kepala Satuan Polisi Pamong Pra1a.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Persyaratan untuk dapat dianskat t:ffi:llolisi Pamons Praja, yaitu:
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya

berpangkat Pengatur Muda (lla);
c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk laki-laki dan 155 Cm

untuk perempuan;
d. Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 15
(1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :

a. Alih tugas;
b. Atas permohonan yang bersangkutan;
c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.
(2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi

Pamong Praja, sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak otomatis
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Peraturan disiplin Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .
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Fasal 16
Pergisian i*atan stnddsral dl krgkur€an Satr.ran PoSsi Pamong Praia dilsi oleh
peiabat fungsbnal Polbi Parnong Praia ds€an berSornan kqda peratrran
@ yarE| mer€atur perqi*rt i*atan stnddural.

BAB V$I
PETf,'f;Ifl(AT T}AI' PET.ATIHAN

Pasal 17
(1) Ar€geta Sdt n Pond Parrcrq Prala sr@ nerg*uti Psdilkan dan

Pebtihan (Dgdat) teknis dan frrrgs*xral-
(2, Penyelegaraan Dildat b€i Atr€gofia Polisi Panong Praja berpedornan

@ Faerar KI eet$ail ob*r llenbi Ddan leegeri.

BAB TX
PAt(Ar*tt Bg[Asi PCRI-E]FIC*p*N PERORAICArI

xElnntfi ffirsfl, PCntLtTtft rilm(lsr Blil sEil.tAH API

Pasd 18
Pakaiar Stsr6 Po&si Pafitor€ Pr?*r didur sffira khtsus dan berbeda dari
Pegffid ilqBri SiF k&rrF yaeg peegsramya senagairnana larptoan ll
Perdran hrdr iri-

P6d 1g
perbrqfrydr peffa6ar1 l@am Opera*t*d, |ffir l(snnil<asl dan
Seniata Api Pcrfisi Parnorq Pr4a yarg pergi*rannya seUagi.*nana
LaneEran tll M,ran tlasafi td-

Pasd 20
Lffi* nnnr*ng teas+Aas opsas*nal, Po[si Parnorq PrraF dapat
dilerglqti ktgsr ser**a afti yarg peng*ran ntengerxt' iertiD dan lder$lat
pqprrtaarulfa bsdasarhn rffi* dad l(ryoE*m llqre HX
lrdagia.

BTB X
TATA TGR.TA

Fd 21
(1) Sahsr tu8$ Fnnsrg k*r ddarn m#t frig's ts bitang

perpgakal, penerman per1gafiralnri dan peny**nn dlsehrggaakan
beldertn p*nm dan Eilsr perdran @
yilfg belhr

(21 Per*ran fe€ mergn*r pros€dur opera*n* PolSsi Panoqf Praia
ffia dengil hr*ra e?di dengnt leryeOcnan & per*ran
yrrgropfaGtElhliIHnllegeri-

w 2 .
Sahrat Fot* Frnag Plria d&n mehr#r lqenrryrnF rit
relemp*an ptsfi) lemnlbssi, 3nbgrmi dan s*Scro#sasi bak secara t ertikal
nnlptrtffi.

H23
S€lb l(ep* StNsi dil l(ep* $a HFn ddilr fdqnent S*lan Potsi
Panrcng Praia fr*b Oertarrggung iailab ilprn*n5lirr' nFrrS***tS, tnengffiti
dan mer$qlrm petri* h1i pe*rsr frqffi h;dtrr dil E tFf
perryiryrUm nrqdf AUfdrjnEfrah yrtg Cite**at sesud den$t
pernn @ sta r* tmdng da ngrdti petri*-
petrrt'rdt dan bertnrgglrlg iS kege Ger marl1grtrta*tg serta
ngrfap#r hril bcffi @ p* *tf-
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BAB XI
KER.'ASA,IA I}ATI K(X)ru)MST

Pmd24
(1) Silla r PolLBi Pflrurg Pr*r d&n rpbksstakan trcnya deat

bekeriasama dengan Kepolbian Negara Republik lndonesb dan
lernbag@Flah.

(21 Keriasana sebagainana dlnaksd ayat (1) dilasarkan atas huhmgan
tqn;ttnat s.*U mertstu fui safrg renghamdi derBan
menguHnd€ri k+erningan unurn dan mernpernmrar hirar*i dan
kode efl( p** &n biokrani.

BABx|I
PENNAAT

Pasal 25
(1) Per**san unun # Smran P*ri Pilroqg Pr.*r ffiJrrt

berd€rkan lchnhlan yang OlHaptcan obh ilenbri Daldn llegeri.
(2, Brpdi me**ar pemttisr blqis opera;krnC dan peni4t#n

f+a*es S*sr ffid Piltsrg PE*L

BAB XIII
t(Efctrurfl PEttruP

Pasal 26
Dengan Oel*rp kr*rei tlaerdr t$ r* Xennsrt Bfdi tlmu 6
Tdln M brfnrg ffieil*rr Srsrsr Orgg*rui dan Tda lGrF l(ater
Pcrfisi Penqtg Rt*l t<*ry*n Cfac? Cty*rtr*bcrhr q|

Paserl 27
Hd€ yntg befrn d*r ddm hrdrrt IHt ii sepa*ng merpnai
pe**sa.srp #r ffirbnrlrt ohft Blpdt

Pcal28
Perdrrr tHr ii lntd bed*t p* tanggd OlnOan*an.

Agaf se{iq9 orafig dapd mengeh}nr*rya, runerir*ahkan per€tndattgan
Pererrr Hl -i dergil perur"Arya d*n lertra tEdt
X*rp*nC*rcT.

Disahkan cli Cilacap
Pada tanggal 02 Maret 2007
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Diundangkan di  Ci lacap
Pada tanggal 02 Maret 2OO7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

CILACAP,

Cap ttd
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